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Motto: 
 
“Kalau engkau tak mampu menjadi beringin 
Yang tegak di puncak bukit 
Jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, 
Yang tumbuh di tepi danau 
Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, 
Jadilah saja rumput, tetapi rumput yang 
Memperkuat tanggul pinggiran jalan 
Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya 
Jadilah saja jalan kecil, 
Tetapi jalan setapak yang 
Membawa orang ke mata air 
Tidaklah semua menjadi kapten 
Tentu harus ada awak kapalnya 
Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi 
Rendahnya nilai dirimu 
Jadilah saja dirimu 
Sebaik-baiknya dari dirimu sendiri” 
 
 
( Taufik Ismail ) 
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ABSTRAKSI 
Nama  : Dewi Sartika Muchtar 
 
NIM  : 201510110311224 
 
Judul  : Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Yuridis  
   Personal Guarantor Dalam Permohonan Penundaan   
   Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 
 
Pembimbing : 1. Prof. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum   
  2. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si  
 
Skripsi ini membahas kedudukan hukum Personal Guarantor dalam proses 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Dewasa ini 
belum terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan 
hukum guarantor dalam PKPU, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-
hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian 
hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli hukum serta perbedaan 
penafsiran Hakim terkait kedudukan hukum guarantor. Pengaturan yang berlaku 
saat ini juga memungkinkan bagi guarantor untuk dimohonkan di dalam PKPU. 
Sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara permohonan PKPU Richard 
Setiawan yang dimohonkan PKPU dalam kedudukan hukumnya sebagai guarantor 
dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU /2014 / PN .NIAGA. JKT.PST.  Serta 
terhadap Liem Effendi Setiady, Liem Hendra Santoso dan Liem Elly Setiawati 
sebagai para termomon PKPU Sekaligus sebagai Para Personal Guarantor  dalam 
Putusan Nomor 05/PKPU/2015/PN.Niaga.SBY. 
 
Kata Kunci: Personal Guarantor, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 
PKPU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
ABSTRACT 
Name  : Dewi Sartika Muchtar 
 
NIM  : 201510110311224 
 
Judul  : Legal Protection of Personal Guarantor’s Judicial Position in     
                          Suspension process of Debts Payments,  
Pembimbing : 1. Prof. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum   
  2. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si  
 
 
This Thesis mainly discusses the legal standing of a Personal Guarantor 
in the Suspension process of Debts Payments (PKPU) in Indonesia. Until today, 
there are sill no specific regulations governing the legal standing of Personal 
Guarantor in the stated event, especially Guarantor who has forfeited its 
privileges as the Insurer. This caused a legal uncertainty which can be reflected 
in variance and different opinion also dissimilarity of Judges interpretation and 
legal experts regarding the legal standing of the Personal Guarantor in PKPU. 
However, the current stipulations and regulations, allows the Guarantor to be 
filed under the PKPU. As the Case Study, research that has been done in the 
making of this thesis is a case regarding PKPU petition towards Richard 
Setiawan in his legal standing as a Guarantor.;This Thesis mainly discusses the 
legal standing of a Personal Guarantor in the Suspension process of Debts 
Payments (PKPU) in Indonesia. Until today, there are sill no specific regulations 
governing the legal standing of Personal Guarantor in the stated event, especially 
Guarantor who has forfeited its privileges as the Insurer. This caused a legal 
uncertainty which can be reflected in variance and different opinion also 
dissimilarity of Judges interpretation and legal experts regarding the 
legal standing of the Personal Guarantor in PKPU.  
Key Words: Personal Guarantor, Suspension process of Debts Payments, PKPU 
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